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ABSTRAK 

 

 

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK 

 KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG  

(STUDI PADA UPTD SAMSAT BANDAR LAMPUNG) 

 

Oleh 

 

ALVIVIA DELA VERONICA 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Pemutihan 

Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Samsat Bandar Lampung serta 

mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan indikator evaluasi kebijakan 

menurut Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, 

responsivitas, dan kelayakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program 

pemutihan belum efektif secara optimal karena tidak mencapai target dan belum 

mampu membentuk kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang, meskipun dapat 

meningkatkan partisipasi dan penerimaan daerah selama program berlangsung. 

Pelaksanaan program juga masih menghadapi berbagai kendala, seperti 

keterbatasan kapasitas pelayanan, ketimpangan akses informasi, serta rendahnya 

kesadaran wajib pajak. Selain itu, kebijakan ini hanya menyelesaikan tunggakan 

secara sementara dan berpotensi menimbulkan moral hazard apabila dilakukan 

secara berulang. Oleh karena itu, program ini lebih tepat diterapkan secara 

situasional dan memerlukan penguatan kebijakan yang lebih berkelanjutan. 

 

Kata kunci: Efektivitas Kebijakan, Efisiensi, Responsivitas, Kepatuhan Wajib 

Pajak, Penerimaan Daerah 
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ABSTRACT 

 

 

POLICY EVALUATION OF THE MOTOR VEHICLE  

TAX AMNESTY PROGRAM IN LAMPUNG PROVINCE 

 (STUDY AT THE BANDAR LAMPUNG SAMSAT UPTD) 

 

By 

 

ALVIVIA DELA VERONICA 

 

This study aims to evaluate the implementation of the Motor Vehicle Tax Amnesty 

Program at the Bandar Lampung Samsat UPTD and to identify the challenges 

encountered. This study employs a qualitative method with a descriptive approach 

using interview, observation, and documentation techniques. Data analysis was 

conducted using policy evaluation indicators according to Dunn, which include 

effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and feasibility. The 

results of the study indicate that the amnesty program has not been optimally 

effective because it has not met its targets and has not been able to foster long-

term taxpayer compliance, although it has increased participation and local 

revenue during the program’s duration. The implementation of the program also 

faces various challenges, such as limited service capacity, unequal access to 

information, and low taxpayer awareness. Furthermore, this policy only resolves 

arrears temporarily and has the potential to create moral hazard if repeatedly 

implemented. Therefore, this program is more appropriately applied on a 

situational basis and requires the strengthening of more sustainable policies. 

Keywords: Policy Effectiveness, Efficiency, Responsiveness, Taxpayer 

Compliance, Regional Revenue 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Purwitasari dkk. (2024) pajak merupakan salah satu alat utama yang 

digunakan untuk mendorong pembangunan suatu negara. Selain menjadi 

sumber utama penghasilan pemerintah, pajak juga berperan dalam 

mendistribusikan pendapatan dan mengatur kondisi ekonomi. Menurut 

Takwim & Tomanggung, (2022) Pajak berperan menjadi salah satu 

komponen utama dalam pendapatan negara yang bersumber dari kontribusi 

masyarakat. Mengingat betapa pentingnya pajak bagi pendapatan negara, 

maka pemerintah secara resmi menagih pajak sebagai kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia. Dalam upaya meningkatkan 

penerimaan negara, pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk 

memaksimalkan pendapatan yang diperoleh dari sektor perpajakan. 

 

Pemerintah bisa memberikan berbagai layanan publik seperti membangun 

infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta 

memberikan program bantuan sosial kepada masyarakat dengan pajak. Pajak 

menjadi dasar penting dalam menciptakan kestabilan keuangan dan 

pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Fahira dkk. (2025) di Indonesia, 

pajak dikelompokan dalam dua kategori, yaitu pajak nasional yang diatur oleh 

pemerintah pusat serta pajak daerah yang pengelolaannya berada di bawah 

kewenangan pemerintah daerah. Pajak nasional diatur oleh Direktorat 

Jenderal Pajak dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasional secara 

umum. Pengelolaan pajak daerah berada di bawah wewenang pemerintah 

provinsi dan juga pemerintah kabupaten atau kota dengan tujuan membiayai 

pembangunan serta pelayanan publik di wilayah masing-masing.  
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Menurut Pongilatan dkk. (2025) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki 

peran penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena tidak hanya 

meningkatkan pendapatan, tetapi juga mendukung pembangunan 

infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Tingkat 

kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan, terutama 

karena kendala ekonomi, rendahnya pemahaman, serta masalah administrasi. 

Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya penerimaan PAD yang 

seharusnya dapat dimaksimalkan pemerintah daerah. Pemerintah menerbitkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah untuk memperkuat tata kelola serta memberikan 

kepastian hukum dalam pengelolaan pajak daerah. Regulasi ini mengatur 

keseluruhan proses perpajakan daerah, mulai dari pendaftaran, penetapan, 

pembayaran, penagihan, hingga mekanisme keberatan, sehingga menjadi 

dasar hukum penting bagi pelaksanaan kebijakan pajak daerah, termasuk 

program pemutihan PKB di Provinsi Lampung. Aspek pengawasan peraturan 

daerah juga diperkuat melalui Permendagri Nomor 105 Tahun 2016 tentang 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah yang mewajibkan setiap rancangan perda pajak dievaluasi oleh 

gubernur agar selaras dengan kebijakan fiskal nasional. 

Peraturan mengenai pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, yang menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan 

pajak daerah. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada pemerintah 

daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Lampung, untuk menetapkan peraturan 

daerah serta merumuskan kebijakan pemungutan pajak sesuai kebutuhan 

wilayah. Berdasarkan kewenangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung 

menetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/291/VI.03/HK/2025 

tentang Pembebasan atas Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan 

Bermotor Tahun 2025 sebagai landasan pelaksanaan program pemutihan. 

Keputusan tersebut, pada ketentuan pertama menyebutkan pemberlakuan 

program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan 

bermotor di Provinsi Lampung Tahun 2025. Ketentuan kedua menjelaskan 
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bahwa pemutihan memberikan keringanan berupa penghapusan denda 

keterlambatan PKB dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), 

sementara ketentuan ketiga menegaskan bahwa program ini berlaku dalam 

jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang sesuai arah kebijakan 

pemerintah provinsi. Keputusan gubernur tersebut menjadi instrumen penting 

dalam pelaksanaan program pemutihan yang bertujuan meningkatkan 

kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung optimalisasi 

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu sumber PAD. 

 

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung pada Tahun 

2024 
No Jenis Kendaraan Jumlah Kendaraan 

(unit) 

Presentase dari 

Total (%) 

1. Sepeda motor 3.712.419  87,09 

2. Mobil penumpang 349.498  8,20 

3. Bus 3.570  0,08 

4. Mobil beban (Truk, Pick-up, dsb) 194.713  4,57 

5. Kendaraan khusus (Ambulan, Mobil Derek, 

Kendaraan Proyek, dsb) 

2.517  0,06 

 Total 4.262.771  100 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024, (diolah peneliti, 2025) 

 

Berdasarkan jumlah kendaraan yang tercantum dalam Tabel 1, Provinsi 

Lampung memiliki potensi pajak yang sangat besar mencapai 4.262.771 unit 

pada tahun 2024. Jika jumlah tersebut diproyeksikan ke dalam nilai rupiah 

berdasarkan estimasi tarif rata-rata Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), maka 

terdapat potensi penerimaan daerah yang secara teoritis dapat mencapai 

Rp2.382.807.250.000 (Dua Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Dua Miliar 

Rupiah). Besarnya angka potensi ini menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan 

Bermotor merupakan sektor yang sangat krusial dalam menopang PAD. 

Namun, dalam implementasinya, optimalisasi penerimaan dari potensi 

tersebut masih menghadapi berbagai kendala kepatuhan, sehingga diperlukan 

langkah-langkah strategis pemerintah seperti kebijakan pemutihan pajak 

untuk menarik kembali potensi piutang yang belum terealisasi. 
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Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali meluncurkan kebijakan 

strategis yang difokuskan guna meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib 

pajak, sekaligus meningkatkan PAD, melalui program pemutihan PKB dan 

BBNKB. Menurut Ammy, (2022) Pemutihan pajak kendaraan adalah 

kebijakan yang diterapkan secara nasional untuk menghapus tunggakan pajak 

kendaraan dan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menunaikan 

kewajibannya selama periode yang ditetapkan. Menurut Fahira dkk. (2025) 

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib 

pajak serta memberikan keringanan bagi masyarakat yang menunggak 

pembayaran pajak kendaraan bermotor.  Program ini dirancang untuk 

memudahkan masyarakat melunasi pajak kendaraan bermotor tanpa dikenai 

denda.  

 

Program pemutihan pajak kendaraan ini memberikan kesempatan bagi 

masyarakat guna untuk melunasi pajak yang terhutang dengan penghapusan 

sanksi administrasi, denda, dan bunga tertentu. Program pemutihan pajak 

diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran 

pajak, mengurangi tunggakan, dan juga dapat meningkatkan pendapatan 

negara. Menurut Taufiq dkk. (2024) program pemutihan pajak kendaraan 

bermotor berbeda dengan program pajak biasa karena tidak dilaksanakan 

terus-menerus. Kebijakan ini hanya berlaku pada periode tertentu, biasanya 

beberapa bulan, untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak menunggak 

agar dapat melunasi kewajibannya tanpa dikenakan denda. 

 

Pengelolaan PKB di Provinsi Lampung menunjukkan adanya kebutuhan bagi 

pemerintah daerah untuk menyediakan mekanisme yang memudahkan wajib 

pajak dalam menyelesaikan tunggakan. Salah satu langkah yang ditempuh 

adalah melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor, yang 

memberikan keringanan berupa penghapusan denda. Menurut  Putri dan 

Marselina, (2025) Pelaksanaan kebijakan ini menuntut penyesuaian 

administrasi, prosedur pelayanan, serta pengelolaan sumber daya di tingkat 

UPTD Samsat, agar layanan dapat berjalan efektif dan berdampak pada 
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peningkatan PAD. Program pemutihan PKB yang dilaksanakan secara 

berkala menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya bersifat sementara, 

tetapi telah menjadi bagian dari strategi pengelolaan fiskal daerah. Kondisi 

tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pemutihan sebagai 

instrumen jangka panjang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, 

ataukah lebih berfungsi sebagai solusi sementara atas permasalahan 

tunggakan pajak. Dalam konteks UPTD Samsat Bandar Lampung, evaluasi 

pelaksanaan kebijakan ini menjadi relevan untuk menilai sejauh mana 

pemutihan selaras dengan tujuan fiskal dan administrasi publik, serta 

dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PAD. 

Tabel 2. Rekapitulasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 

Provinsi Lampung 
No Tahun Target Pemutihan (Rp) Total Realisasi (Rp) Capaian (%) 

1. 2017 371.008.818.000 112.226.641.196 30,26 

2. 2021 106.592.681.000 82.153.353.080 77,07 

3. 2025 702.450.000.000 201.900.925.675 28,74 

Sumber: Data internal UPTD Samsat Bandar Lampung, 2025, (diolah peneliti, 2025) 

 

Berdasarkan data resmi yang diperoleh dari UPTD Samsat Bandar Lampung 

sebagaimana disajikan pada Tabel 2, capaian Program Pemutihan Pajak 

Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung pada tahun 2017, 2021, dan 2025 

menunjukkan pola capaian yang tidak konsisten. Pada tahun 2017, capaian 

program tercatat sebesar 30,26 persen dari target yang ditetapkan. 

Selanjutnya, pada tahun 2021 capaian program mengalami peningkatan 

menjadi 77,07 persen, namun masih belum mencapai target yang telah 

ditetapkan. Namun pada tahun 2025, capaian program kembali mengalami 

penurunan menjadi 28,74 persen dari target. 

 

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara capaian target 

program dengan realisasi yang diperoleh pada setiap periode pelaksanaan 

pemutihan. Meskipun program pemutihan bertujuan untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dan mendorong penerimaan pajak daerah, capaian 

program pada beberapa periode masih berada jauh di bawah target yang telah 

ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemutihan 
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tidak selalu menghasilkan capaian yang optimal sehingga perlu ditelaah lebih 

lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan tersebut. Perbedaan capaian tersebut menunjukkan bahwa hasil 

pelaksanaan program pemutihan tidak selalu konsisten setiap periode 

pelaksanaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan program 

pemutihan tidak hanya dipengaruhi oleh adanya kebijakan keringanan pajak, 

tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti kondisi ekonomi 

masyarakat, tingkat kesadaran wajib pajak, serta efektivitas pelaksanaan 

kebijakan di lapangan.  

 

Berdasarkan hasil pra-riset menunjukkan bahwa pelaksanaan Program 

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Samsat Bandar Lampung 

ditandai oleh meningkatnya jumlah wajib pajak yang memanfaatkan program 

dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi ini berdampak pada lonjakan 

volume pelayanan, kepadatan antrean, serta meningkatnya beban kerja 

aparatur dalam proses pelayanan pajak kendaraan bermotor. Selain itu, dalam 

situasi pelayanan yang padat, aparatur dituntut untuk menyesuaikan alur dan 

mekanisme pelayanan agar tetap berjalan efektif. Penyesuaian tersebut 

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memerlukan kapasitas 

pelayanan dan manajemen yang memadai agar tujuan kebijakan dapat 

tercapai secara optimal. Namun, keterbatasan sumber daya dan waktu 

pelayanan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program 

pemutihan. 

 

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan Program Pemutihan 

Pajak Kendaraan Bermotor tidak hanya ditentukan oleh tingginya partisipasi 

wajib pajak, tetapi juga oleh efektivitas implementasi kebijakan serta 

konsistensi pencapaian target program. Oleh karena itu, penelitian ini 

dilakukan untuk mengisi celah tersebut dengan memfokuskan kajian pada 

“EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK 

KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG, DENGAN 

STUDI PADA UPTD SAMSAT BANDAR LAMPUNG”. Penelitian ini 
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diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai penyelenggaraan 

program pemutihan serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah 

daerah dalam penguatan kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor di 

Provinsi Lampung. 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk memperjelas fokus penelitian maka dirumuskan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana evaluasi kebijakan program pemutihan pajak kendaraan 

bermotor di UPTD Samsat Bandar Lampung? 

2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemutihan pajak 

kendaraan? 

3. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam 

pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menjelaskan evaluasi kebijakan program pemutihan pajak kendaraan 

bermotor di UPTD Samsat Bandar Lampung 

2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program 

pemutihan pajak kendaraan bermotor di UPTD Samsat Bandar Lampung 

3. Menganalisis solusi atau upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-

kendala yang muncul pada pelaksanaan program pemutihan pajak 

kendaraan bermotor tersebut. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat: 

1.  Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memperkaya pembahasan 

ilmu administrasi negara, terutama di bidang evaluasi kebijakan publik dan 

pajak daerah. Hasil penelitian ini juga bisa memberi  sumbangan  dalam  

memperkaya  pemahaman  tentang efektivitas program pemutihan pajak 

kendaraan bermotor serta pelayanan publik di tingkat daerah. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi Pemerintah 

Daerah dan UPTD Samsat Bandar Lampung. Hasil penelitian dapat 

menjadi bahan evaluasi untuk menilai keberhasilan program pemutihan 

pajak kendaraan bermotor serta menjadi acuan dalam perbaikan prosedur 

dan strategi pelaksanaannya di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga 

dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan studi 

terkait evaluasi kebijakan pajak atau pelayanan publik. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini didukung oleh beberapa studi terdahulu yang menjadi dasar 

untuk memperkuat teori yang digunakan. Berbagai literatur yang relevan 

dengan topik pentelitian dijadikan acuan, sehingga bisa memberi gambaran 

tentang bagaimana penelitian serupa sudah dilakukan serta hasil-hasil yang 

bisa dibandingkan. Uraian mengenai penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian ini disajikan secara naratif sebagai bahan pembanding dan 

penguatan kerangka penelitian. Penelitian mengenai kebijakan pemutihan dan 

keringanan Pajak Kendaraan Bermotor telah banyak dilakukan dengan fokus 

dan pendekatan yang beragam. Penelitian oleh  Savitri, (2020) berjudul 

Evaluasi Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bertujuan menilai efektivitas kebijakan 

pemutihan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta proses 

pelayanan pemutihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutihan BBN-

KB berkontribusi dalam meningkatkan PAD dan mengurangi tunggakan 

pajak, meskipun masih diperlukan perbaikan pada aspek pelayanan. 

Penelitian ini relevan sebagai pembanding karena sama-sama mengevaluasi 

kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, dengan perbedaan objek 

penelitian.  

 

Penelitian oleh Nurunnajmiyyah dkk. (2025) berjudul Analisis Dampak 

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kepatuhan Wajib Pajak di 

Wilayah Samsat Cibadak bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program 

pemutihan pajak kendaraan bermotor serta dampaknya terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak di P3DW Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak. Penelitian 
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 ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui 

wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program 

pemutihan pajak kendaraan bermotor terbukti sangat efektif, dengan rasio 

efektivitas penerimaan PKB yang konsisten di atas 100% selama periode 

2022-2024. Program ini tidak hanya meningkatkan penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), tetapi juga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib 

pajak, meskipun masih ditemukan fluktuasi tingkat kepatuhan setelah 

program berakhir. Penelitian ini relevan sebagai rujukan karena sama-sama 

mengkaji kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan dampaknya 

terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun berbeda pada lokasi dan periode 

penelitian. Penelitian oleh Aripah dkk. (2025) berjudul Evaluasi Program 

Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung Tahun 2023, 

mengevaluasi pelaksanaan program keringanan PKB di Provinsi Lampung 

dengan menggunakan indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn. Studi 

ini dilakukan di Samsat Mall Chandra Tanjung Karang dan menunjukkan 

bahwa program keringanan pajak efektif meningkatkan PAD serta 

memperoleh respons positif dari masyarakat. Namun demikian, penelitian ini 

juga menemukan adanya kendala dalam pelaksanaan program, seperti belum 

optimalnya sinkronisasi data kendaraan akibat rendahnya minat wajib pajak 

melakukan balik nama, keterbatasan sosialisasi, gangguan jaringan, serta 

hambatan teknis pelayanan. Penelitian ini relevan sebagai pembanding karena 

sama-sama mengkaji evaluasi kebijakan PKB di Provinsi Lampung dengan 

menggunakan indikator evaluasi Dunn. 

 

 Penelitian  Uli dan Nuryanah, (2023) berjudul Evaluasi Pelaksanaan 

Kebijakan Insentif Fiskal Kendaraan Bermotor: Studi Kasus Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta, mengevaluasi kebijakan insentif fiskal berupa 

pemutihan dan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor pada periode 2017-

2021 dengan menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan William N. 

Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif fiskal cukup 

efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian penerimaan daerah. Namun, 

penelitian ini juga menemukan sejumlah permasalahan, seperti rendahnya 
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 penurunan tunggakan, keterbatasan layanan, permasalahan data kendaraan, 

serta kecenderungan wajib pajak menunda pembayaran hingga program 

insentif diberlakukan. Penelitian ini relevan sebagai pembanding karena 

sama-sama menggunakan indikator evaluasi William N. Dunn dalam menilai 

kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor.  

Penelitian oleh Astika dan Dharmawan (2024) berjudul Efektivitas Kebijakan 

Pemutihan dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada 

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, mengkaji efektivitas kebijakan 

pemutihan dan pembebasan BBNKB terhadap penerimaan PKB di Provinsi 

Bali periode 2019-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan 

tersebut tergolong sangat efektif karena realisasi penerimaan PKB selalu 

melampaui target, serta mampu meningkatkan antusiasme masyarakat dan 

menurunkan tunggakan pajak. Penelitian ini relevan sebagai pembanding 

karena sama-sama mengkaji kebijakan pemutihan PKB dan dapat menjadi 

rujukan dalam menilai pelaksanaan program pemutihan PKB di Samsat 

Bandar Lampung. Penelitian oleh  Lumintang dkk. (2024) berjudul Evaluasi 

Penerapan Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD 

Samsat Tomohon, mengevaluasi pelaksanaan program keringanan PKB dari 

aspek prosedur, efektivitas, dan dampaknya terhadap penerimaan PKB dan 

BBNKB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program keringanan pajak 

berdampak positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan realisasi 

penerimaan daerah, sementara pada periode tanpa keringanan penerimaan 

cenderung menurun. Meskipun berfokus pada keringanan pajak, penelitian ini 

relevan sebagai pembanding karena memiliki tujuan yang sejalan dengan 

program pemutihan PKB, yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan 

penerimaan daerah, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam evaluasi program 

pemutihan PKB di Samsat Bandar Lampung.  

Kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian 

mengenai pemutihan dan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor masih 

cenderung menitikberatkan pada aspek peningkatan penerimaan daerah, 

efektivitas administrasi, serta hambatan teknis pelaksanaan. Penelitian-
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 penelitian tersebut umumnya memberikan gambaran manfaat program dalam 

jangka pendek, namun belum menyajikan evaluasi kebijakan secara 

menyeluruh. Keterbatasan ini terlihat dari belum optimalnya penggunaan 

indikator evaluasi kebijakan Dunn yang mencakup efektivitas, efisiensi, 

kecukupan, dan responsivitas kebijakan. Berdasarkan celah tersebut, 

penelitian ini diarahkan untuk melakukan evaluasi program pemutihan PKB 

di UPTD Samsat Bandar Lampung secara lebih komprehensif dengan 

menggunakan indikator evaluasi kebijakan Dunn, khususnya dalam menilai 

pelaksanaan program, efektivitas administratif, serta kontribusinya terhadap 

kepatuhan wajib pajak dan penerimaan daerah. 

2.2 Tinjauan Kebijakan Publik 

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik 

Menurut Marwiyah, (2022) kebijakan publik dapat diartikan sebagai 

rangkaian tindakan resmi yang ditetapkan pemerintah untuk dilakukan 

atau dihindari oleh individu maupun kelompok tertentu. Sedangkan 

kebijakan publik menurut Wahab dalam Dianti, (2024) kebijakan publik 

merupakan keputusan yang memiliki konsekuensi dalam 

pelaksanaannya dan ditujukan untuk mencapai sasaran tertentu yang 

berkaitan dengan masalah tertentu yang berdampak pada banyak 

anggota masyarakat. Kebijakan publik diartikan menjadi sekumpulan 

pilihan atau upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi 

berbagai permasalahan di masyarakat. 

 

2.2.2 Proses Perumusan Kebijakan 

Proses perumusan masalah kebijakan, menurut Singadilaga dalam 

Marwiyah, (2022) menyatakan bahwa perumusan kebijakan adalah 

aktivitas untuk merancang dan memperluas atau serangkaian 

tindakan atau program pemerintah dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan tertentu.  

1. Mengidentifikasi alternatif 

2. Mengidentifikasi dan menyusun alternatif 

3. Menilai setiap alternatif yang ada 
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 4. Memilih alternatif yang paling dapat dilaksanakan. 

 

3.2.3 Prinsip Kebijakan Publik 

Menurut  Dewi (2022) kebijakan publik dipahami sebagai keputusan 

yang ditetapkan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip kebijakan publik 

berperan sebagai dasar agar setiap aktivitas pemerintahan berjalan 

terarah, konsisten, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Upaya 

menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien memerlukan 

pengelolaan yang mencakup tiga prinsip utama. 

1.  Formulasi kebijakan  

mencakup proses merumuskan masalah, menyusun alternatif 

solusi, serta menetapkan pilihan kebijakan yang paling tepat.  

2. Implementasi kebijakan  

mencakup tata cara pelaksanaan kebijakan oleh aktor pelaksana 

sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.  

3. Evaluasi kebijakan  

mencakup prosedur untuk menilai capaian kebijakan, 

mengidentifikasi dampak, dan memahami sejauh mana kebijakan 

menjawab kebutuhan masyarakat.  

 

2.3 Tinjauan Evaluasi Kebijakan 

2.3.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan 

Menurut Muhajir dalam  Sabijono, (2024), evaluasi kebijakan publik 

adalah proses untuk melihat sejauh mana kebijakan mampu 

menghasilkan capaian yang diinginkan dengan cara membandingkan 

hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. 

Evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian terhadap sejauh mana 

kebijakan publik mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Dewi, 

(2022) evaluasi pada dasarnya merupakan upaya menelaah pelaksanaan 

suatu program yang hasilnya digunakan untuk memprediksi, mengukur, 

dan memantau penyelenggaraan program di masa mendatang agar dapat 
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 berjalan lebih baik. Proses evaluasi dilakukan dengan cara 

membandingkan rencana yang ada dengan pelaksanaan yang dilakukan, 

lalu menilai hasil dan efek yang ditimbulkan bagi masyarakat. Dasar 

dari evaluasi kebijakan adalah usaha untuk memastikan bahwa 

kebijakan tidak hanya selesai dibuat, tetapi juga benar-benar 

memberikan manfaat yang nyata. Menurut Winarno, dalam  Supriadi 

dkk. (2021) evaluasi kebijakan bertujuan mengidentifikasi penyebab 

kegagalan atau menilai apakah kebijakan yang diterapkan sudah 

mencapai tujuannya. Evaluasi kebijakan adalah proses menilai 

pelaksanaan dan hasil suatu kebijakan dengan membandingkan antara 

rencana, tujuan, dan capaian yang diperoleh untuk mengetahui 

efektivitasnya, mengidentifikasi penyebab keberhasilan atau kegagalan, 

serta memastikan bahwa kebijakan memberikan manfaat nyata.  

  

3.3.2 Fungsi Evaluasi Kebijakan 

Fungsi evaluasi kebijakan publik menurut Nugroho dalam  Dewi, 

(2022) mencakup empat aspek utama, yaitu eksplanasi, kepatuhan, 

audit, dan akunting. Evaluasi berperan untuk menampilkan gambaran 

mengenai pelaksanaan program serta menarik generalisasi tentang 

hubungan antardimensi yang muncul dalam praktik kebijakan. 

1. Eksplanasi 

 Evaluator berupaya menemukan berbagai faktor, situasi, serta 

peran aktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan 

suatu kebijakan. 

2. Kepatuhan 

Evaluasi digunakan untuk melihat apakah tindakan para 

pelaksana, baik birokrat maupun pihak lain, telah mengikuti 

prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. 

3. Audit 

 Evaluasi membantu memastikan apakah keluaran kebijakan 

benar-benar diterima oleh kelompok sasaran serta mendeteksi 

kemungkinan terjadinya kebocoran atau penyimpangan. 



15 

  
 4. Akunting 

 Evaluasi memungkinkan penilaian terhadap konsekuensi 

ekonomi dari kebijakan, termasuk pemanfaatan sumber daya dan 

hasil yang dicapai. 

 

2.3.3 Tujuan Evaluasi Kebijakan 

Menurut  Prabowo dkk. (2022) Evaluasi kebijakan bertujuan menelaah 

kembali proses pelaksanaan yang telah berjalan untuk mengetahui 

bagian mana yang berhasil maupun yang belum mencapai target yang 

ditetapkan. Tujuan dari dilakukan evaluasi menurut Permatasari, (2020) 

adalah untuk menjelaskan maksud dari suatu kebijakan, cara 

pelaksanaannya, serta jenis dampak yang dihasilkan. Tujuan utama 

evaluasi kebijakan adalah menilai efektivitasnya dalam mencapai 

sasaran yang ditetapkan. Menurut Ray dan Surtyani, (2020) evaluasi 

berperan sebagai indikator keberhasilan, sehingga memungkinkan 

untuk mengetahui apakah kebijakan berjalan sesuai rencana atau jika 

ada penyimpangan dalam proses pelaksanaannya. 

 

Evaluasi juga berfungsi untuk menemukan berbagai hambatan yang 

muncul selama pelaksanaan, baik terkait dengan sumber daya, 

koordinasi, maupun faktor luar yang memengaruhi pelaksanaan 

kebijakan. Evaluasi dilakukan untuk menyediakan informasi yang 

relevan bagi pengambil keputusan. Evaluasi memungkinkan pemerintah 

menentukan langkah selanjutnya, apakah kebijakan perlu diteruskan, 

disempurnakan, atau diganti dengan kebijakan yang lebih sesuai. 

Evaluasi juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan 

akuntabilitas, karena hasil dari evaluasi kebijakan dapat menjadi 

landasan untuk pertanggung jawaban kepada masyarakat. Tujuan dari 

evaluasi tidak hanya untuk menilai hasil, tetapi juga untuk memastikan 

bahwa kebijakan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.  
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 2.3.4 Teori-Teori Evaluasi Kebijakan 

1. Evaluasi Kebijakan Model CIPP (Context, Input, Process, Product) 

Model evaluasi CIPP dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam 

(2012) dan banyak digunakan dalam evaluasi program publik 

maupun pendidikan. Model ini penilaian kebijakan melalui empat 

komponen utama, yaitu konteks, input, proses, dan hasil. Model ini 

digunakan untuk melihat keterkaitan antara kebutuhan, perencanaan, 

pelaksanaan, hingga hasil kebijakan. Dalam evaluasi kebijakan 

publik, CIPP membantu menggambarkan bagaimana kebijakan 

dijalankan secara sistematis, meskipun penilaian normatif terhadap 

keberhasilan kebijakan tetap memerlukan kriteria evaluasi yang lebih 

komprehensif. Evaluasi dilakukan melalui empat dimensi utama, 

yaitu konteks, input, proses, dan produk. 

a. Evaluasi Konteks (Context Evaluation) 

Evaluasi konteks bertujuan untuk menilai latar belakang, 

kebutuhan, masalah, serta kondisi lingkungan yang melandasi 

lahirnya suatu kebijakan. Melalui evaluasi ini dapat diketahui 

apakah tujuan kebijakan sudah sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan permasalahan yang ingin diselesaikan. 

b. Evaluasi Masukan (Input Evaluation) 

Evaluasi input menitikberatkan pada penilaian terhadap sumber 

daya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan, seperti 

sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, serta strategi 

dan prosedur pelaksanaan. Kebijakan dinilai baik apabila input 

yang tersedia memadai dan mendukung pencapaian tujuan. 

c. Evaluasi Proses (Process Evaluation) 

Evaluasi proses dilakukan untuk menilai pelaksanaan kebijakan 

di lapangan, apakah telah berjalan sesuai dengan rencana dan 

prosedur yang ditetapkan. Evaluasi ini juga berfungsi untuk 

mendeteksi hambatan serta memberikan umpan balik guna 

perbaikan selama kebijakan berlangsung. 

d. Evaluasi Hasil (Product Evaluation) 
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 Evaluasi produk bertujuan untuk mengukur hasil atau dampak 

dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Penilaian difokuskan 

pada sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan serta memberikan manfaat bagi kelompok sasaran. 

Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk menentukan apakah 

kebijakan perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. 

 

2. Evaluasi Kebijakan Model CSE-UCLA (Center for the Study of 

Evaluatio-University of California Los Angeles) 

Model evaluasi CSE-UCLA dalam Suyasa dkk. (2024) 

dikembangkan untuk menilai kebijakan atau program secara 

sistematis berdasarkan tahapan pelaksanaannya. Model ini 

menekankan evaluasi kebijakan berdasarkan tahapan pelaksanaan 

program, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi hasil akhir. 

Model ini digunakan untuk menilai konsistensi antara perencanaan, 

pelaksanaan, dan capaian kebijakan. Dalam konteks kebijakan 

publik, model ini berfungsi sebagai alat untuk melihat efektivitas 

manajerial pelaksanaan kebijakan. 

a. Analisis Kebutuhan (Need Assessment) 

Tahap ini berfokus pada identifikasi kebutuhan dan 

permasalahan yang melatarbelakangi lahirnya suatu kebijakan. 

Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan benar-

benar dibutuhkan dan relevan dengan kondisi masyarakat. 

b. Perencanaan Program (Program Planning) 

Evaluasi pada tahap perencanaan bertujuan untuk menilai 

kesesuaian antara tujuan kebijakan, strategi pelaksanaan, serta 

rencana kegiatan yang disusun berdasarkan kebutuhan yang telah 

diidentifikasi sebelumnya. 

c. Evaluasi Pelaksanaan (Formative Evaluation) 

Evaluasi formatif dilakukan selama kebijakan atau program 

berlangsung. Fokus utama tahap ini adalah menilai 

keterlaksanaan kebijakan, efektivitas pelaksanaan, serta 
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 mengidentifikasi kendala yang muncul agar dapat dilakukan 

perbaikan secara berkelanjutan. 

d. Evaluasi Akhir/Hasil (Summative Evaluation) 

Evaluasi sumatif bertujuan untuk menilai hasil dan dampak 

kebijakan setelah program selesai dilaksanakan.  

 

3. Evaluasi Kebijakan Model Stake’s Countenance 

Model evaluasi Stake’s Countenance dikembangkan oleh Robert E. 

Stake dalam Sunjono, (2023) menekankan pentingnya deskripsi yang 

mendalam terhadap proses kebijakan. Model ini membantu peneliti 

memahami apa yang terjadi dalam implementasi kebijakan, namun 

tidak secara rinci menetapkan kriteria normatif keberhasilan 

kebijakan. Model ini membagi evaluasi ke dalam tiga tahap, yakni 

masukan, proses, dan hasil. 

a. Masukan (Antecedents) 

Tahap antecedents menilai kondisi awal sebelum kebijakan 

dilaksanakan, termasuk kebijakan pendukung, kesiapan sumber 

daya, serta situasi lingkungan yang dapat memengaruhi 

keberhasilan kebijakan. 

b. Proses (Transactions) 

Evaluasi transactions berfokus pada pelaksanaan kebijakan di 

lapangan. Penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah proses 

implementasi berjalan sesuai dengan rencana serta bagaimana 

interaksi antar pelaksana dan sasaran kebijakan. 

c. Hasil (Outcomes) 

Evaluasi outcomes bertujuan untuk menilai hasil atau dampak 

kebijakan setelah dilaksanakan. Pada tahap ini dilihat apakah 

kebijakan menghasilkan perubahan yang diharapkan dan 

memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sasaran. 
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 4.  Evaluasi Kebijakan menurut William N. Dunn 1999  

Menurut Dunn (1999) dalam Wibawa dkk. (2003) mengemukakan 

bahwa evaluasi kebijakan memerlukan seperangkat kriteria yang 

dapat digunakan sebagai dasar penilaian terhadap kualitas dan 

keberhasilan suatu kebijakan. Dalam penelitian ini, teori evaluasi 

kebijakan Dunn digunakan sebagai kerangka evaluasi utama karena 

kriteria yang dikemukakan bersifat komprehensif dan relevan untuk 

menilai kebijakan publik secara menyeluruh. 

a. Efektivitas 

Efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan suatu 

kebijakan dalam meraih hasil yang ditargetkan. Kebijakan 

dianggap efektif jika mampu memberikan dampak sesuai dengan 

sasaran yang telah ditetapkan. 

b. Efisiensi 

Efisiensi menitikberatkan pada perbandingan antara output yang 

diperoleh dan jumlah sumber daya yang telah dimanfaatkan. 

Dengan kata lain, sebuah kebijakan dinilai efisien jika dapat 

memenuhi tujuan dengan usaha, biaya, dan waktu yang lebih 

minimal tanpa mengurangi hasil yang dicapai. 

c. Kecukupan 

Kecukupan menilai apakah kebijakan tersebut benar- benar dapat 

memenuhi kebutuhan atau mengatasi masalah yang ada. Oleh 

karena itu, meskipun suatu kebijakan sudah efektif, belum tentu 

mencukupi jika tidak mampu menutup kesenjangan antara 

masalah dan solusi yang diperlukan. 

d. Pemerataan 

Kriteria ini mengevaluasi bagaimana hasil dari kebijakan 

didistribusikan secara adil di masyarakat. Kebijakan yang baik 

tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga 

memperhatikan keadilan sosial.  
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 e. Responsivitas 

Responsivitas menunjukkan sejauh mana kebijakan mampu 

menanggapi kebutuhan, harapan, dan kepentingan kelompok 

sasaran masyarakat.  

f.   Kelayakan 

Kelayakan merujuk pada apakah kebijakan tersebut sesuai dan 

dapat diterima dalam konteks sosial, politik, dan budaya 

masyarakat. Sebuah kebijakan dianggap layak jika dapat 

diterapkan secara realistis dan tidak menimbulkan penolakan yang 

signifikan di masyarakat. 

 

Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan Dunn sebagai 

kerangka evaluasi utama karena teori ini menyediakan kriteria evaluasi 

yang komprehensif dan relevan untuk menilai keberhasilan suatu 

kebijakan publik. Dunn tidak hanya menekankan pada aspek 

pencapaian tujuan, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi penggunaan 

sumber daya, kecukupan kebijakan dalam menjawab permasalahan, 

pemerataan manfaat, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, 

serta kelayakan kebijakan dalam konteks sosial dan kelembagaan. Jika 

dibandingkan dengan model evaluasi CIPP, fokus evaluasi CIPP lebih 

menekankan pada tahapan pelaksanaan program yang meliputi konteks, 

input, proses, dan produk. Model ini sangat berguna untuk melihat alur 

pelaksanaan kebijakan, namun belum secara eksplisit memberikan 

kriteria normatif untuk menilai apakah suatu kebijakan sudah adil, 

responsif, dan layak diterapkan dalam konteks pelayanan publik.  

 

Oleh karena itu, CIPP lebih tepat digunakan sebagai alat bantu teknis 

evaluasi, bukan sebagai kerangka evaluasi utama kebijakan publik. 

Sementara itu, model CSE-UCLA menekankan evaluasi berdasarkan 

tahapan mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan program, 

pelaksanaan, hingga evaluasi hasil dan dampak. Model ini cenderung 

berorientasi pada evaluasi program secara manajerial dan pendidikan, 
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 sehingga kurang menekankan dimensi keadilan, pemerataan, dan 

penerimaan masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan kebijakan 

publik. Adapun Stake’s Countenance Model lebih berfokus pada 

deskripsi kondisi awal, proses pelaksanaan, dan hasil kebijakan. Model 

ini kuat dalam menggambarkan apa yang terjadi selama implementasi 

kebijakan, namun relatif terbatas dalam memberikan ukuran penilaian 

normatif mengenai sejauh mana kebijakan tersebut dapat dikatakan 

efektif, efisien, atau layak secara sosial. Berdasarkan pertimbangan 

tersebut, teori evaluasi kebijakan Dunn dinilai lebih sesuai digunakan 

dalam penelitian ini karena mampu memberikan kerangka penilaian 

yang menyeluruh, tidak hanya dari sisi teknis pelaksanaan, tetapi juga 

dari sudut pandang kualitas kebijakan publik itu sendiri. Sementara 

model evaluasi seperti CIPP, CSE-UCLA, dan Stake’s Countenance 

digunakan sebagai pembanding dan pendukung untuk memperkaya 

analisis tanpa menggantikan posisi teori Dunn sebagai landasan 

evaluasi utama. 

 

2.4 Kerangka Pikir  

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibuat agar bisa menjelaskan cara 

peneliti menganalisis masalah yang dihadapi. Menurut Heni Listiana, (2022) 

Kerangka berpikir adalah sebuah cetak biru (blueprint) atau peta jalan bagi 

peneliti. Fungsinya adalah untuk merancang dan menggambarkan keterkaitan 

antar konsep dalam penelitian, sehingga peneliti dapat menentukan arah riset 

dan menyimpulkan data secara efektif untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

Kerangka pikir penelitian ini diawali dari permasalahan rendahnya tingkat 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta tingginya tunggakan PKB di 

Provinsi Lampung yang berdampak pada belum optimalnya penerimaan 

PAD. Sebagai respons atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi 

Lampung menetapkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 

sebagai kebijakan strategis dengan memberikan keringanan berupa 

penghapusan denda dan sanksi administratif.  Pelaksanaan kebijakan 

pemutihan menunjukkan adanya peningkatan capaian penerimaan PKB, di 
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 mana pelaksanaan tahun 2025 menjadi fokus utama penelitian karena 

merupakan kebijakan terbaru dan relevan dengan kondisi penelitian. 

Meskipun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan 

keberhasilan kebijakan secara menyeluruh, sehingga diperlukan evaluasi 

kebijakan yang lebih mendalam. Evaluasi kebijakan dilakukan menggunakan 

teori evaluasi kebijakan Dunn berdasarkan enam kriteria, yaitu efektivitas, 

efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kelayakan. Hasil 

evaluasi tersebut menghasilkan alternatif keputusan kebijakan berupa 

kemungkinan kebijakan dilanjutkan, direvisi, atau dihentikan. Kerangka 

berpikir penelitian ini selanjutnya digambarkan dalam bentuk bagan.  
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            Sumber : Diolah oleh Peneliti, (2025)

Gambar 1. Kerangka Pikir 

Rendahnya kepatuhan dan 

tingginya tunggakan Pajak 

Kendaraan Bermotor 

Kebijakan Program Pemutihan Pajak 

Kendaraan Bermotor, berdasarkan 

Keputusan Gubernur No 

G/291/VI.03/HK/2025 tentang 

pembebasan atas pokok tunggakan dan 

denda PKB tahun 2025. 

Teori William N Dunn (1999) 

1. Efektivitas 

2. Efesiensi 

3. Kecukupan 

4. Pemerataan 

5. Responsivitas 

6. Kelayakan  

Capaian peningkatan realisasi 

penerimaan PKB, Tahun 2025 mencapai 

28,74% dengan realisasi penerimaan 

sebesar Rp 201 miliar dari target Rp 702 

miliar. 

 

Alternatif  Keputusan Kebijakan: 

1. Dilanjutkan  

2. Direvisi  

3. Dihentikan 

Berdasarkan Evaluasi  Dunn 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Menurut Moleong dalam  Fiantika dkk. (2022) menjelaskan bahwa penelitian 

kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena 

yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, 

maupun tindakan secara menyeluruh. Pemahaman tersebut disajikan secara 

deskriptif melalui penggunaan kata-kata dan bahasa dalam konteks alamiah, 

serta dilakukan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pemilihan 

metode ini bertujuan menggali secara mendalam pelaksanaan, hambatan, dan 

hasil pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi 

Lampung, terutama di UPTD Samsat Bandar Lampung. Dengan pendekatan 

kualitatif, penelitian tidak hanya memperhatikan angka atau data statistik, 

tetapi juga fokus pada proses, konteks, dan makna yang ada dalam 

pelaksanaan kebijakan tersebut.  

 

Sugiyono (2013) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada 

pengkajian fenomena di lingkungan alami, bukan melalui eksperimen. 

Penelitian ini menempatkan peneliti sebagai alat utama. Pengumpulan data 

dalam penelitian ini memadukan berbagai metode, analisis dilakukan secara 

induktif, dan hasilnya lebih interpretasi makna dari pada generalisasi. Peneliti 

memahami bahwa sifat deskriptif penelitian kualitatif menuntut analisis yang 

mendalam, yang akan meningkatkan mutu hasil penelitian. Berbeda dengan 

penelitian kuantitatif yang fokus pada angka-angka, penelitian kualitatif lebih 

menitikberatkan pada makna yang terdapat di balik data tersebut. Penelitian 

ini berupaya menggambarkan keadaan nyata di lapangan secara langsung, 

berdasarkan informasi dari narasumber, dokumen-dokumen yang ada, serta 

pengamatan langsung penulis. Penelitian yang dihasilkan akan lebih 
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mengandung deskripsi yang lengkap, sehingga mampu menggambarkan 

secara utuh pelaksanaan program pemutihan. 

 

3.2 Fokus Penelitian 

Menurut Sugiyono, (2013) dalam konteks penelitian kualitatif, batasan 

masalah merujuk pada apa yang disebut fokus penelitian. Fokus penelitian 

digunakan untuk membatasi ruang lingkup kajian agar penelitian tetap terarah 

dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Dengan adanya fokus 

penelitian, peneliti lebih mudah dalam menentukan aspek yang akan dikaji, 

sumber data yang diperlukan, serta arah analisis penelitian. Penelitian ini 

berfokus pada evaluasi kebijakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan 

Bermotor di UPTD Wilayah I Samsat Bandar Lampung sebagai unit 

pelaksana pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung.    

UPTD Wilayah I Samsat Bandar Lampung dipilih sebagai lokus penelitian 

karena berperan langsung dalam pelaksanaan kebijakan pemutihan serta 

menjadi titik pelayanan antara pemerintah dan wajib pajak. Selain 

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, penelitian ini juga mengkaji kendala 

yang dihadapi selama pelaksanaan program pemutihan serta upaya atau solusi 

yang dilakukan oleh pihak Samsat dalam mengatasi kendala tersebut. Untuk 

mengarahkan analisis secara sistematis, penelitian ini menggunakan kerangka 

evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh Dunn yang mencakup enam 

indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, 

dan kelayakan. Keenam indikator tersebut digunakan sebagai fokus analisis 

dengan menitikberatkan pada kegiatan, proses, serta pelaksana kebijakan 

selama Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berlangsung. Adapun 

fokus penelitian berdasarkan masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

 

1. Efektivitas 

Efektivitas dalam penelitian ini difokuskan pada pencapaian tujuan 

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Wilayah I 

Samsat Bandar Lampung. Indikator efektivitas akan ditelaah melalui 

pelaksanaan program dalam mendorong partisipasi wajib pajak, 
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pemanfaatan program pemutihan oleh kendaraan yang terdaftar, serta 

kecenderungan kepatuhan wajib pajak selama periode pelaksanaan 

program. 

2. Efisiensi 

Efisiensi difokuskan pada proses pelaksanaan Program Pemutihan Pajak 

Kendaraan Bermotor oleh UPTD Wilayah I Samsat Bandar Lampung. 

Indikator efisiensi akan ditelaah melalui pengelolaan sumber daya manusia 

dan waktu pelayanan, serta pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan 

selama program pemutihan berlangsung. 

3. Kecukupan 

Kecukupan difokuskan pada sejauh mana Program Pemutihan Pajak 

Kendaraan Bermotor akan ditelaah dalam kemampuannya mengatasi 

permasalahan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Indikator kecukupan 

dilihat dari kesesuaian bentuk keringanan yang diberikan melalui program 

pemutihan dengan permasalahan tunggakan pajak yang dihadapi oleh 

masyarakat. 

4. Pemerataan 

Pemerataan difokuskan pada pelaksanaan Program Pemutihan Pajak 

Kendaraan Bermotor dalam menjangkau seluruh wajib pajak di wilayah 

kerja UPTD Wilayah I Samsat Bandar Lampung. Indikator pemerataan 

akan ditelaah melalui kesetaraan akses pelayanan, penerapan sistem 

antrian, serta pemerataan penyampaian informasi terkait program 

pemutihan pajak. 

5. Responsivitas 

Responsivitas difokuskan pada kemampuan UPTD Wilayah I Samsat 

Bandar Lampung dalam merespons kebutuhan dan harapan wajib pajak 

selama pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. 

Indikator responsivitas akan ditelaah melalui mekanisme pemberian 

informasi, penanganan keluhan, serta koordinasi antar bagian dalam 

pelayanan pemutihan pajak. 
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6. Kelayakan 

Kelayakan difokuskan pada kesesuaian Program Pemutihan Pajak 

Kendaraan Bermotor untuk diterapkan dalam kondisi sosial dan ekonomi 

masyarakat. Indikator kelayakan akan ditelaah melalui pertimbangan 

manfaat kebijakan, relevansi program bagi wajib pajak dan pemerintah 

daerah, serta potensi keberlanjutan kebijakan pemutihan pajak di masa 

mendatang. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data 

sekunder. Berdasarkan Sugiyono, (2013) Data dalam penelitian ini dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Data primer 

diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara atau hasil 

pengamatan di lokasi penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari 

berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya, seperti dokumen, arsip, 

maupun informasi dari instansi terkait. Menurut Mardatillah & Murhayati, 

(2025) sumber data pada umumnya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu data 

primer dan data sekunder: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung oleh 

peneliti dari pihak pertama tanpa melalui perantara. Pengumpulan data ini 

biasanya dilakukan lewat kegiatan seperti wawancara. Data ini 

dikumpulkan melalui wawancara dengan pegawai Samsat yang berperan 

dalam pelaksanaan program pemutihan PKB dan wajib pajak. Dengan 

menggunakan data primer, peneliti dapat memperoleh gambaran yang 

akurat tentang keadaan yang ada, bukan hanya informasi dari dokumen 

atau laporan tulisan. Data ini sangat penting karena sering kali terdapat 

perbedaan antara yang tertulis dalam kebijakan dan kenyataan yang terjadi 

di lapangan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung 

karena sudah tersedia dan dihimpun oleh pihak lain sebelumnya. Bentuk 
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data ini dapat berupa dokumen, laporan, buku, artikel ilmiah, publikasi 

resmi, termasuk juga materi visual seperti foto atau gambar. Penelitian ini, 

data sekunder mencakup berbagai bentuk, antara lain peraturan daerah 

terkait program pemutihan pajak kendaraan bermotor, laporan tahunan 

penerimaan pajak kendaraan, arsip administrasi UPTD Samsat Bandar 

Lampung, serta publikasi dari Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) 

Provinsi Lampung. Data sekunder juga mencakup referensi akademis 

seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang membahas evaluasi 

kebijakan publik dan studi mengenai pajak daerah.  

 

3.4 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat 

Bandar Lampung yang terletak di Jalan Pramuka, Kecamatan Rajabasa, Kota 

Bandar Lampung. UPTD Samsat Bandar Lampung merupakan unit layanan 

teknis yang berada di bawah koordinasi Bapenda Provinsi Lampung yang 

memiliki tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 

sebagai bagian dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam 

pelaksanaan pelayanannya, Samsat Bandar Lampung bekerja sama dengan 

Kepolisian Daerah Lampung, PT Jasa Raharja, dan Bank Lampung sebagai 

mitra dalam sistem administrasi manunggal satu atap. Melalui lokasi ini, 

masyarakat dapat mengakses berbagai layanan yang berkaitan dengan 

kendaraan bermotor, seperti pembayaran pajak kendaraan, pendaftaran 

kendaraan bermotor, hingga pengelolaan administrasi lain yang berhubungan 

dengan kepemilikan kendaraan bermotor. UPTD Samsat Bandar Lampung 

dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini memiliki jumlah wajib 

pajak kendaraan bermotor yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan 

daerah lain di Provinsi Lampung. Kondisi tersebut menjadikan lokasi 

penelitian ini mampu menyediakan data yang lebih beragam terkait 

pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, khususnya 

dalam melihat bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan pada unit 

pelayanan yang memiliki tingkat aktivitas pelayanan yang tinggi. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono, (2013) pengumpulan data adalah langkah strategis yang 

utama karena tanpanya tujuan riset tidak akan tercapai. Menekankan bahwa 

pemilihan teknik pengumpulan data sangat menentukan jika salah memilih, 

peneliti berisiko mendapatkan data yang tidak memenuhi kriteria standar, dan 

akibatnya hasil penelitian menjadi tidak valid. Penelitian ini menggunakan 

tiga teknik pengumpulan data, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari pegawai 

Samsat dan wajib pajak yang terlibat dalam program pemutihan pajak 

kendaraan bermotor. Observasi dilakukan secara langsung dan terbatas di 

lokasi penelitian dengan mengamati kondisi umum pelaksanaan program 

pemutihan. Dokumentasi digunakan untuk mengambil data dari arsip, 

laporan, atau aturan resmi yang berkaitan dengan program tersebut. Dengan 

menggabungkan ketiga teknik ini, data yang terkumpul dapat saling 

mendukung, sehingga hasil penelitian menjadi lebih jelas dan menyeluruh. 

 

1. Wawancara 

Metode wawancara menjadi teknik utama penelitian ini, karena melalui 

wawancara peneliti dapat mengakses informasi langsung dari individu 

yang terlibat saat program pemutihan pajak kendaraan bermotor 

dilaksanakan di UPTD Samsat Bandar Lampung. Menurut Sugiyono, 

(2013), wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif dapat 

dilakukan secara semi terstruktur (Semi-structured) merupakan bentuk 

wawancara yang menggabungkan persiapan matang dengan fleksibilitas 

percakapan.   

 

Metode ini peneliti menyiapkan pedoman wawancara berupa daftar 

pertanyaan atau topik utama, namun tetap memberikan ruang untuk 

pertanyaan tambahan yang muncul secara spontan berdasarkan jawaban 

narasumber. Wawancara dilakukan tatap muka dengan tanya jawab 

langsung antara peneliti dan narasumber.  Peneliti hanya berpegang pada 

garis besar isu yang ingin ditanyakan, sehingga pertanyaan dapat 
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berkembang secara spontan mengikuti alur pembicaraan dan respons 

informan. Narasumber yang diwawancarai dipilih berdasarkan peran dan 

posisi mereka dalam pelaksanaan kebijakan program pemutihan.  

Tabel 3. Informan Penelitian 

No Daftar Informan Jabatan Tanggal 

Wawancara 

Temuan 

1. Bobiansah Stianegara, 

S,Sos., M.M. 

Kepala UPTD 

Samsat Bandar 

Lampung 

4 Desember 2025 Mendapatkan informasi 

umum tentang kebijakan 

pemutihan pajak, tujuan 

program, serta pandangan 

mengenai efektivitas, 

dampak program terhadap 

peningkatan kepatuhan 

wajib pajak dan arah 

kebijakan instansi. 

 

2. Bambang  Irawan Pegawai Kasi 

Penagihan dan 

Penerimaan 

UPTD Samsat 

Bandar 

Lampung 

 

4 Desember 2025 Mendapatkan penjelasan 

teknis pelaksanaan, 

mekanisme penagihan, 

serta dampak kebijakan 

terhadap penerimaan 

pajak. 

3. Hari Awaludin Pegawai 

Kasubag Tata 

Usaha (TU) 

 UPTD Samsat 

Bandar 

Lampung 

 

4 Desember 2025 Mendapatkan informasi 

mengenai aspek 

administrasi, pendataan, 

dan dukungan operasional 

program. 

4. Tjidham Fitriallah, 

S.T, M.M. 

Kasi 

Pendataan dan 

Penetapan 

UPTD Samsat 

Bandar  

Lampung 

 

4 Desember 2025 Mendapatkan penjelasan 

mengenai pengalaman 

langsung dalam 

pelayanan, kendala teknis, 

dan respon masyarakat. 

5. Suprriyadi Wajib Pajak di 

kota Bandar 

Lampung 

5 Desember 2025 Mendapatkan perspektif 

sebagai pengguna layanan 

mengenai manfaat dan 

kendala yang dirasakan 

dari program pemutihan. 

 

6. Antoni Wajib Pajak di 

kota Bandar 

Lampung 

5 Desember 2025 Mendapatkan perspektif 

sebagai pengguna layanan 

mengenai manfaat dan 

kendala yang dirasakan 

dari program pemutihan. 

 

7. Budi Waluyo Wajib Pajak di 

kota Bandar 

Lampung 

5 Desember 2025 Mendapatkan perspektif 

sebagai pengguna layanan 

mengenai manfaat dan 

kendala yang dirasakan 

dari program pemutihan. 
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No Daftar Informan Jabatan Tanggal 

Wawancara 

Temuan 

 

8. Ariska Nabila Wajib Pajak di 

kota Bandar 

Lampung 

5 Desember 2025 Mendapatkan perspektif 

sebagai pengguna layanan 

mengenai manfaat dan 

kendala yang dirasakan 

dari program pemutihan. 

 

9. Izamalia Wajib Pajak di 

kota Bandar 

Lampung 

3 Januari 2026 Mendapatkan perspektif 

sebagai pengguna layanan 

mengenai manfaat dan 

kendala yang dirasakan 

dari program pemutihan. 

10. Sata Wajib Pajak di 

kota Bandar 

Lampung 

4 Januari 2026 Mendapatkan perspektif 

sebagai pengguna layanan 

mengenai manfaat dan 

kendala yang dirasakan 

dari program pemutihan. 

 

11. Sri Rahayu Wajib Pajak di 

kota Bandar 

Lampung 

5 Januari 2026 Mendapatkan perspektif 

sebagai pengguna layanan 

mengenai manfaat dan 

kendala yang dirasakan 

dari program pemutihan. 

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun, (2025) 

 

2. Observasi 

Morris (1973) dalam Hasanah, (2016) menjelaskan bahwa observasi 

adalah kegiatan mencatat suatu fenomena dengan menggunakan alat bantu 

tertentu serta mendokumentasikannya untuk kepentingan ilmiah atau 

tujuan lain. Observasi juga dipahami sebagai hasil pengamatan terhadap 

lingkungan sekitar yang diperoleh melalui kerja seluruh pancaindra 

manusia.Observasi dilakukan di UPTD Samsat Bandar Lampung untuk 

memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi pelayanan dan aktivitas 

administrasi yang berkaitan dengan program pemutihan pajak kendaraan 

bermotor. Observasi ini tidak meninjau pelaksanaan program secara 

langsung, melainkan mencatat situasi lapangan, alur pelayanan, serta 

dokumen atau informasi yang masih tersedia setelah program berakhir. 

Teknik ini berfungsi sebagai pelengkap data wawancara dan dokumentasi 

agar analisis lebih utuh. 
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Tabel 4. Observasi Lapangan 
No Kegiatan yang 

Diamati 

Tanggal 

Observasi 

Temuan Keterkaitan 

dengan Data 

1. Observasi 

pelaksanaan dan 

perpanjangan 

periode Program 

Pemutihan Pajak 

Kendaraan 

Bermotor 

30 Juli 

2025 

Program pemutihan 

dilaksanakan dalam 

beberapa kali 

perpanjangan periode. 

Perpanjangan 

dilakukan karena pada 

periode sebelumnya 

masih terdapat wajib 

pajak yang belum 

memanfaatkan 

program. Hal ini 

menunjukkan bahwa 

dalam satu periode 

pelaksanaan masih 

terdapat wajib pajak 

yang belum terjangkau. 

 

Menguatkan hasil 

wawancara terkait 

alasan 

perpanjangan 

program serta 

berkaitan dengan 

indikator 

efektivitas, yaitu 

upaya pemerintah 

untuk 

meningkatkan 

partisipasi wajib 

pajak agar tujuan 

program pemutihan 

dapat tercapai. 

 

2. Observasi proses 

pelayanan dan 

perlakuan terhadap 

wajib pajak 

1 Agustus 

2025 

Terdapat beberapa 

wajib pajak yang 

tampak memperoleh 

bantuan dari pihak 

tertentu dalam proses 

pelayanan. Namun, 

informasi mengenai 

dasar maupun 

mekanisme pemberian 

bantuan tersebut tidak 

diperoleh, sehingga 

temuan ini hanya 

mencatat adanya 

perbedaan perlakuan 

yang terlihat tanpa 

menyimpulkan adanya 

pelanggaran prinsip 

pemerataan. 

 

Memberikan 

gambaran terkait 

proses pelayanan 

kepada wajib pajak 

dan berkaitan 

dengan indikator 

pemerataan dalam 

hal kesetaraan 

perlakuan 

pelayanan. 

3. Observasi kondisi 

antrean pelayanan 

selama program 

4 Agustus 

2025 

Terdapat antrean 

pelayanan terlihat lebih 

panjang dibandingkan 

hari biasa, 

menunjukkan 

meningkatnya jumlah 

wajib pajak yang 

datang untuk 

memanfaatkan program 

pemutihan dan 

berdampak pada beban 

kerja pegawai. 

Menguatkan data 

wawancara dan 

dokumentasi 

mengenai 

meningkatnya 

jumlah wajib pajak 

selama program 

pemutihan serta 

berkaitan dengan 

indikator efisiensi 

pelayanan. 

 

4. Observasi alur 

pelayanan dan 

penyediaan 

informasi 

8 Agustus 

2025 

Sebagian wajib pajak 

mengalami 

kebingungan dalam 

menentukan alur 

pelayanan karena letak 

gedung yang terpisah. 

Menguatkan hasil 

wawancara 

mengenai kendala 

pelayanan serta 

berkaitan dengan 

indikator 
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No Kegiatan yang 

Diamati 

Tanggal 

Observasi 

Temuan Keterkaitan 

dengan Data 

UPTD Samsat Bandar 

Lampung menyediakan 

denah lokasi pelayanan 

di area depan dekat 

pintu masuk. Meskipun 

demikian, banyak 

wajib pajak tetap 

memilih bertanya 

langsung kepada 

petugas, terutama saat 

antrean padat. 

pemerataan akses 

informasi 

pelayanan bagi 

wajib pajak. 

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025) 

 

 

3.  Dokumentasi 

Teknik dokumentasi menurut Putri & Murhayati, (2025) merupakan 

metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai 

sumber tertulis, seperti arsip, dokumen resmi, konsep, teori, maupun 

ketentuan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Metode dokumentasi 

digunakan untuk mengumpulkan data serta informasi yang dibutuhkan 

melalui arsip dan dokumen resmi yang tersedia di UPTD Samsat Bandar 

Lampung.  

 

Peneliti dapat melihat secara lebih objektif bagaimana program pemutihan 

pajak kendaraan bermotor berjalan. Dokumen yang dikumpulkan meliputi 

laporan penerimaan pajak, data jumlah wajib pajak yang mengikuti 

program, aturan atau kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan. Data 

tersebut penting karena dapat melengkapi hasil wawancara, serta 

memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai pencapaian dan 

hambatan dalam program pemutihan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak 

hanya mengandalkan data yang diperoleh dari informan, tetapi juga 

didukung oleh bukti tertulis. 
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Tabel 5. Dokumentasi Penelitian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025) 

 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Menurut Creswell (2010) dalam Kusumastuti dan Khoiron, (2019) dalam 

penelitian kualitatif, analisis data adalah proses di mana peneliti menafsirkan 

data, baik dalam bentuk teks maupun gambar, secara menyeluruh. Teknik 

analisis data mencakup metode, prosedur, dan langkah-langkah sistematis 

yang digunakan untuk mengelola data sehingga pola, tema, dan hubungan 

antar fenomena dapat ditemukan, data menjadi dimengerti, dan pertanyaan 

penelitian dapat dijawab secara valid. Penelitian ini menerapkan model 

analisis data Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang meliputi tiga 

tahapan utama: 

 

No Jenis Dokumen Data yang dicari 

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

Menjadi dasar hukum utama 

pengelolaan pajak daerah, termasuk 

PKB dan BBNKB. 

 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 

2023 tentang Ketentuan Umum Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah 

 

Memberikan ketentuan teknis 

pelaksanaan pemungutan pajak daerah. 

3. Permendagri Nomor 105 Tahun 2016 

tentang Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 

Memberikan pedoman bagi gubernur 

dalam mengevaluasi rancangan perda 

pajak/retribusi agar sesuai dengan 

peraturan perundangan lebih tinggi dan 

kebijakan fiskal nasional. 

 

4. Dokumen kebijakan/Peraturan Gubernur 

lampung Nomor G/291/VI.03/HK/2025 

tentang pembebasan atas pokok tunggakan 

dan denda PKB tahun 2025. 

 

Landasan hukum pelaksanaan 

program pemutihan pajak kendaraan 

bermotor di Provinsi Lampung. 

5. Data Jumlah Kendaraan Bermotor di 

Provinsi Lampung  Tahun 2024 

Menunjukkan jumlah potensi wajib 

pajak kendaraan bermotor yang 

menjadi sasaran kebijakan pemutihan 

pajak. 

 

6. Data jumlah kendaraanR2 dan R4 yang 

mengikuti pemutihan  Tahun 2025 

Menunjukan jumlah partisipasi wajib 

pajak dalam program pemutihan  

7. Foto Alur dan Denah Lokasi Pelayanan Bukti Dokumentasi 

8. Foto Antrian Wajib Pajak Saat Program 

Berlangsung 

Bukti Dokumentasi 
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1. Konsensasi Data (Data Condensation) 

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, 

pengabstraksian, serta transformasi data yang diperoleh selama penelitian. 

Pada tahap ini, peneliti menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus 

penelitian mengenai evaluasi program pemutihan pajak kendaraan 

bermotor di UPTD Samsat Bandar Lampung. Proses kondensasi dilakukan 

dengan menelaah hasil wawancara pegawai Samsat, catatan observasi 

pelayanan, serta dokumen resmi seperti laporan realisasi penerimaan pajak 

kendaraan bermotor selama program pemutihan berlangsung. Data tersebut 

kemudian dikelompokkan berdasarkan indikator evaluasi kebijakan 

menurut Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, 

responsivitas, dan kelayakan. Hasil dari proses ini adalah tersusunnya data 

yang lebih terfokus pada tema-tema utama penelitian, seperti pelaksanaan 

program pemutihan, kendala pelayanan, serta dampaknya terhadap 

penerimaan pajak kendaraan bermotor. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah proses kondensasi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data. 

Penyajian data bertujuan untuk mengorganisasikan informasi yang telah 

dipilih agar lebih mudah dipahami dan memudahkan peneliti melihat 

hubungan antar data. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk 

uraian naratif yang didukung tabel serta kutipan hasil wawancara dari 

informan. Data kemudian disusun berdasarkan tema yang sesuai dengan 

indikator evaluasi kebijakan menurut Dunn. Misalnya, data mengenai 

penerimaan pajak disajikan dalam tabel realisasi penerimaan, sedangkan 

kendala pelayanan dijelaskan melalui hasil wawancara dan observasi. 

Melalui penyajian tersebut, peneliti dapat melihat pola pelaksanaan 

program pemutihan pajak kendaraan bermotor, seperti peningkatan 

pembayaran pajak selama program berlangsung serta kendala pelayanan di 

UPTD Samsat Bandar Lampung. 

3.  Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (Conclusion Dawing/Verification) 

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan data yang telah disajikan 
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untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai evaluasi kebijakan 

program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kesimpulan diperoleh 

dengan membandingkan data dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, kemudian memeriksa kembali konsistensinya agar sesuai 

dengan kondisi di lapangan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa program 

pemutihan pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan penerimaan pajak selama periode pelaksanaan program, yang 

terlihat dari meningkatnya jumlah wajib pajak yang melakukan 

pembayaran. Namun, capaian penerimaan tidak selalu memenuhi target, 

seperti pada pelaksanaan tahun 2025. Selain itu, efektivitas program 

cenderung bersifat sementara karena peningkatan pembayaran pajak lebih 

banyak terjadi selama program berlangsung, sementara setelah program 

berakhir kepatuhan wajib pajak belum meningkat secara berkelanjutan  

 

 

 

Sumber:  Miles dan Huberman, (2014) 

 

 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif penting untuk memastikan data 

yang dikumpulkan benar dan dapat dipercaya, sehingga hasil penelitian tetap 

bermakna. Menurut Sugiyono, (2013) data penelitian kualitatif dianggap valid 

benar dan sah jika sesuai dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan. 

Meskipun begitu, realitas dalam studi kualitatif tidaklah tunggal, melainkan 

beragam karena dibentuk oleh cara pandang sosial setiap individu. Temuan 

Gambar 2. Komponen Analisis Data 
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yang berbeda ini tetap dianggap valid asalkan konsisten dengan kondisi 

yang sesungguhnya pada objek penelitian. Peneliti harus memeriksa agar data 

yang terkumpul benar-benar dapat dipercaya, konsisten, dan tidak hanya 

berdasarkan pendapat pribadi peneliti. Menurut Guba dan Lincoln (1985) 

dalam Susanto & Jailani, (2023), ada empat kriteria utama untuk menguji 

keabsahan data, yaitu: 

1. Derajat Kepercayaan (Credibility) 

Derajat kepercayaan terhadap data penting untuk memastikan bahwa data 

yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi yang sebenarnya di 

lapangan. Dalam penelitian kualitatif, kredibilitas data umumnya dijaga 

melalui proses triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, metode, dan 

waktu. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan informasi yang 

diperoleh dari beberapa pegawai UPTD Samsat Bandar Lampung yang 

terlibat dalam pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor 

dengan data dokumentasi berupa laporan realisasi penerimaan pajak 

kendaraan bermotor serta hasil observasi kondisi pelayanan di kantor 

Samsat. Melalui proses tersebut diperoleh data yang lebih konsisten 

mengenai pelaksanaan program, kendala pelayanan, serta dampak program 

terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, 

penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode untuk menjaga 

kredibilitas data. 

a. Triangulasi sumber, dilakukan dengan membandingkan informasi 

yang diperoleh dari berbagai informan seperti staf UPTD Samsat 

Bandar Lampung yang memiliki posisi dan pengalaman berbeda 

dengan topik penelitian ini.  

b. Sedangkan triangulasi metode, digunakan untuk menguji keabsahan 

data dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data yang 

berbeda seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada 

penelitian ini, Wawancara digunakan untuk menggali persepsi, 

pandangan, dan pengalaman pegawai serta pihak terkait mengenai 

pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Observasi 

dilakukan secara terbatas di lokasi penelitian, yaitu dengan mengamati 
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kondisi umum pelayanan selama periode pemutihan, seperti kepadatan 

antrean wajib pajak dan situasi pelayanan. Observasi ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran kontekstual mengenai dampak 

pelaksanaan program pemutihan terhadap aktivitas pelayanan di 

UPTD Samsat Bandar Lampung. Dokumentasi dimanfaatkan untuk 

mengumpulkan arsip dan data resmi yang berkaitan dengan 

pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Melalui 

kombinasi ketiga metode tersebut, data yang diperoleh dapat diuji 

kembali sehingga lebih konsisten dan mencerminkan kondisi yang 

sebenarnya. 

2. Keteralihan (Transferability) 

Berkaitan dengan seberapa jauh hasil penelitian bisa digunakan di situasi 

serupa. Dalam penelitian ini, transferability dipertahankan dengan 

mendeskripsikan konteks penelitian secara rinci, seperti latar belakang 

program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kondisi pelayanan di 

Samsat, dan karakteristik masyarakat yang terlibat. Deskripsi yang lengkap 

memungkinkan pembaca atau peneliti lain menilai apakah hasil penelitian 

bisa dijadikan acuan di tempat yang berbeda. 

3. Kebergantungan (Dependability)  

Berkaitan dengan konsistensi. Artinya, jika penelitian dilakukan kembali 

dengan langkah yang sama, hasilnya tidak akan jauh berbeda. Untuk 

menjaga dependability, Peneliti mendokumentasikan setiap langkah 

penelitian secara sistematis, meliputi perencanaan, wawancara, observasi, 

dan analisis data. Catatan ini kemudian dibahas bersama pembimbing 

untuk memastikan bahwa setiap langkah sesuai prosedur. Dengan 

demikian, hasil penelitian tidak hanya konsisten, tetapi juga transparan. 

4. Kepastian (Confirmability)  

Menekankan keobjektifan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan harus 

murni berasal dari informan dan fakta di lapangan, bukan dipengaruhi oleh 

pendapat peneliti. Untuk menjaga hal ini, peneliti selalu menyertakan 

bukti-bukti pendukung seperti transkrip wawancara dan foto dokumen. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan enam indikator kebijakan menurut 

Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan 

kelayakan, Program Pemutihan PKB di UPTD Samsat Bandar Lampung lebih 

tepat untuk direvisi dan diposisikan sebagai kebijakan situasional, bukan 

sebagai kebijakan rutin yang dilaksanakan secara berulang. Hal ini 

disebabkan karena program belum berjalan optimal, tidak mencapai target, 

serta belum mampu membentuk kepatuhan wajib pajak dalam jangka 

panjang, meskipun tetap memberikan kontribusi terhadap peningkatan 

partisipasi dan penerimaan daerah. Secara umum, berdasarkan indikator 

tersebut, pelaksanaan program menunjukkan bahwa efisiensi kebijakan belum 

tercapai secara keseluruhan karena capaian hasil belum memenuhi target yang 

ditetapkan. Selain itu, kecukupan kebijakan masih bersifat sementara, 

pemerataan informasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat, 

serta responsivitas dan ketepatan pelayanan masih bergantung pada interaksi 

langsung. Dengan demikian, program ini lebih layak diterapkan dalam 

kondisi tertentu dan berpotensi menimbulkan moral hazard apabila 

dilaksanakan secara berulang. 

 

Kendala dalam pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor 

terbagi menjadi dua, yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal 

meliputi lonjakan volume pelayanan yang tinggi dan berlangsung secara 

berkelanjutan selama periode pelaksanaan program, keterbatasan sumber 

daya manusia dan fasilitas pelayanan, serta gangguan jaringan pada sistem 

administrasi yang memengaruhi kelancaran proses pelayanan. Sementara itu, 
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kendala eksternal berkaitan dengan masih rendahnya kesadaran sebagian 

wajib pajak yang cenderung memanfaatkan program hanya ketika terdapat 

penghapusan denda, sehingga menunjukkan belum terbentuknya kepatuhan 

pajak secara konsisten.  

 

Sebagai upaya mengatasi kendala tersebut, pihak UPTD Samsat Bandar 

Lampung telah melakukan berbagai strategi, seperti penyesuaian alur 

pelayanan, optimalisasi petugas di loket, serta peningkatan koordinasi internal 

selama periode pemutihan berlangsung. Meskipun langkah tersebut cukup 

membantu dalam menjaga kelancaran pelayanan, solusi yang dilakukan masih 

bersifat teknis dan jangka pendek. Oleh karena itu, diperlukan penguatan 

kebijakan yang lebih sistematis dan berkelanjutan agar pelaksanaan program 

ke depan lebih tertata serta tidak menimbulkan beban berlebih pada sistem 

pelayanan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Program 

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Wilayah I Samsat Bandar 

Lampung, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor sebaiknya tidak 

dilaksanakan secara rutin, melainkan diterapkan secara situasional dengan 

menetapkan kriteria yang jelas, seperti tingkat tunggakan pajak dan 

capaian penerimaan daerah, serta disertai batas waktu dan jeda 

pelaksanaan yang tegas. Hal ini bertujuan untuk mencegah kecenderungan 

wajib pajak menunda pembayaran dan mengurangi potensi moral hazard. 

Selain itu, agar program lebih efektif ke depan, perlu disertai strategi 

lanjutan pasca pemutihan, seperti penguatan pengawasan dan penegakan 

sanksi secara konsisten, sehingga kepatuhan wajib pajak tidak hanya 

meningkat selama program berlangsung tetapi juga berkelanjutan. 

2. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Bapenda perlu meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi yang lebih merata dan mudah 

diakses, baik melalui media sosial, pemasangan informasi di lokasi 
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strategis, maupun penyampaian langsung di kantor pelayanan. Selain itu, 

perlu dilakukan penerapan sanksi administratif secara konsisten setelah 

program berakhir, seperti pemberlakuan kembali denda, pelaksanaan razia 

kendaraan, pengiriman notifikasi melalui aplikasi khusus atau surat 

penagihan kepada wajib pajak, serta penerapan denda sesuai ketentuan 

yang berlaku secara konsisten, sehingga dapat memberikan efek jera 

sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak. Di sisi lain, untuk menjaga 

prinsip keadilan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan pemberian 

insentif atau penghargaan bagi wajib pajak yang patuh, seperti potongan 

pajak atau kemudahan layanan, agar tidak terjadi ketimpangan antara 

wajib pajak yang taat dan yang menunggak. 

3. UPTD Wilayah I Samsat Bandar Lampung perlu meningkatkan kualitas 

pelayanan selama periode pemutihan melalui penambahan loket 

sementara, pengaturan sistem antrean yang lebih tertata, penyesuaian 

pembagian tugas petugas, serta perbaikan dan pemeliharaan sistem 

administrasi dan jaringan secara berkala. Selain itu, perlu disediakan 

informasi layanan yang jelas dan mudah diakses, baik secara langsung 

maupun online, sehingga pelayanan menjadi lebih efisien dan mampu 

mengurangi kepadatan antrean. Dengan berbagai perbaikan tersebut, 

program pemutihan pajak kendaraan bermotor masih layak untuk 

dilanjutkan di masa mendatang, namun perlu dilaksanakan secara lebih 

terarah, tidak berulang secara rutin, serta diimbangi dengan kebijakan lain 

yang mendorong kepatuhan jangka panjang. 
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